
 

 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR 16 TAHUN 20    

 
TENTANG 

 

STANDAR OPERATIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERATURAN 
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu dibentuk Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Operasional dan 

Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nlegara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor   4355); 
 

  3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 



  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 
 

  9. Peraturan  Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4738); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan 

Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 
 

  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

 
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi 

Riau; 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor 2); 

 
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi 



Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
Nomor 9); 
 

  17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

DAN PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

 

 
BAB I  

KETENTUAN   UMUM 

Pasal   I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti sebagai Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
pengelolaan APBD. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim 

yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan 
pertimbangan kepada Bupati dalam hal penetapan kebijakan anggaran daerah; 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 



bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah 

kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD; 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran; 

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat 

DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna 
Anggaran. 

 

BAB II 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 
Pasal   2 

Tujuan dari Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal   3 

Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah meliputi mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

Pasal   4 

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal   5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang 
perlu. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
Kepulauan Meranti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti. 

 

 Ditetapkan di Selatpanjang     
 Pada  tanggal 09 Januari 2017 
 

 BUPATI  KEPULAUAN MERANTI,  
 

Ttd  

 
    I R W A N 
 

 
 
 

Diundangkan di Selatpanjang   
Pada  tanggal 09 Januari 2017 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

 
          Ttd  
 

YULIAN NORWIS 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR 16 
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LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

A. Data Kegiatan 

 Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara 

Judul SOP  Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1.  Jenis Kegiatan : Rutin 

2.  Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

 a. Produk : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

 b. Kegiatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 

3.  Scope/Ruang lingkup : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

B. Identifikasi Kegiatan  

Judul SOP  
Judul Kegiatan  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Langkah Awal : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.  

Langkah Utama : Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memerintahkan Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD untuk mempersiapkan data pendukung penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.   

Langkah Akhir : Sekretaris Daerah/Ketua Tim TAPD menyetujui dan menyerahkan ke Bupati Kepulauan Meranti. 

 
 
 

 
 
 
 

 1.   Kepala Biro  Perlengkapan  memerintahkan  Kepala Bagian  Analisa Kebutuhan  melakukan  penyusunan  

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

  TENTANG STANDARD OPERATING  

  PROCEDURE PENYUSUNAN ANGGARAN  

  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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rencana kebutuhan  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

 

Sub Bidang Penyusunan APBD 

 NOMOR SOP   

TGL. PEMBUATAN   

TGL. REVISI  

TGL. EFEKTIF  

DISAHKAN OLEH BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

 
ttd 

 

I R W A N 

NAMA SOP 

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan     

Belanja Daerah 

DASAR HUKUM: 
 

KUALIFIKASI PELAKSANA: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; 

6. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi , Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

1. Pendidikan D3 atau S1. 

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 
3. Mengetahui aplikasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD. 

4. Mampu mengoperasikan komputer. 

KETERKAITAN: 

 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja 

2. SOP Penyusunan APBD. 

1. Dokumen KUA-PPAS 

2. Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, RKA PPKD 
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MULAI 

PERINGATAN: 

 

PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak terlaksana. 

1. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah, SIPKD 

 

 

 

1. SOP Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket 

Bidang 

Anggaran dan 

Perbendahara

an (Subbid 

Penyusunan 

APBD) 

PPKD TAPD SKPD BAPPEDA Bagian 

Hukum 

Bupati DPRD Gub DEPDAG

RI DAN 

DEPKEU 

Keterangan Waktu Output 

1 Berdasarkan KUA-PPAS, PPKD 

menyusun Surat Edaran 

Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan RKA  

          Surat Edaran 

dilengkapi dengan 

pokok-pokok 

kebijakan 

penyusunan APBD, 

Kode rekening 

Pendapatan, Kode 

rekening belanja, 

pembiayaan, 

KUA/PPAS dan form 

RKA 

3 Hari   

2 Mengirim Surat Edaran 

Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan RKA kepada 

          Surat Edaran 

dilengkapi dengan 

pokok-pokok 

3 Hari   
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SKPD kebijakan 

penyusunan APBD, 

Kode rekening 

Pendapatan, Kode 

rekening belanja, 

pembiayaan, 

KUA/PPAS dan form 

RKA 

3 Kepala SKPD menyusun RKA 

dan Anggaran Kas SKPD 

          RKA disusun sesuai 

Surat Edaran dan 

dokumen KUA/PPAS 

dengan tembusan 

kepada Bappeda dan 

Inspektorat 

3 Hari   

4 PPKD menerima RKA dan 

Anggaran Kas dari Kepala 

SKPD 

           3 Hari   

5 Verifikasi RKA oleh TAPD 

yang dibantu oleh Kelompok 

Kerja (Pokja) TAPD dan 

Sekretariat TAPD, 

mengkompilasi RKA SKPD 

dan mencetak menjadi 

RAPBD 

          RKA SKPD yang telah 

diterima, diteliti dan 

dikompilasi 

6 Hari   

6 Penyampaian RAPBD dari 

TAPD ke Bupati dan 

diteruskan ke DPRD 

        

 

 

   1 Hari   
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7 Pembahasan RAPBD antara 

TAPD dan DPRD 

          Ada kemungkinan 

bertambah dan 

berkurang anggaran 

kegiatan SKPD dalam 

pembahasan 

18 

Hari 

  

8 Hasil pembahasan 

diserahkan kembali ke TAPD 

untuk direvisi 

          Apabila ada 

perubahan dalam 

pembahasan, 

dilakukan revisi 

3 Hari   

9 Persetujuan bersama RAPBD 

antara Bupati dan DPRD 

           1 Hari   

10 Berdasarkan persetujuan 

bersama, PPKD mengirim 

dokumen RAPBD yang telah 

direvisi sesuai hasil 

pembahasan kepada 

Gubernur untuk di evaluasi 

          Dalam Evaluasi 

Gubernur dihadirkan 

Tim TAPD dan SKPD 

terkait  

2 Hari   

11 Pembahasan Evaluasi 

Gubernur antara TAPD dan 

Tim Evaluasi Provinsi 

           1 Hari   

12 Hasil Evaluasi Gubernur 

dikirim kepada Bupati dan 

DPRD 

          Hasil Evaluasi 

Gubernur dikirim 

kepada Bupati dan 

DPRD 

7 Hari   

13 Bupati menyerahkan hasil 

Evaluasi kepada TAPD untuk 

menyiapkan rancangan 

           1 Hari   
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jawaban terhadap hasil 

evaluasi 

14 Pembahasan jawaban 

Evaluasi Gubernur antara 

TAPD dan DPRD 

           1 Hari   

15 Hasil pembahasan 

diserahkan kembali kepada 

TAPD untuk dilakukan revisi 

           1 Hari   

16 Penetapan RAPBD menjadi 

Perda APBD sesuai hasil 

Evaluasi Gubernur 

           1 Hari   

17 TAPD mengirim jawaban 

Evaluasi Gubernur 

          Hasil daripembahasan 

antara TAPD dan 

DPRD 

1 Hari   

18 PPKD mengirim Perda APBD 

ke Bagian Hukum 

          Perda dan Perbup 

sebelumnya 

dikonsultasikan ke 

Bagian Hukum dari 

segi Legal Drafting 

1 Hari   

19 Bagian Hukum memintakan 

pengesahan Bupati dan 

Penomoran Perda APBD 

           2 Hari   

20 Penetapan Perda APBD oleh 

Bupati 

          SKPD menyusun DPA 3 Hari   

21 Sub Bidang Penyusunan 

APBD menggandakan dan 

           6 Hari   
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mendistribusikan Perda 

APBD kepada SKPD, DPRD, 

TAPD, Gubernur, Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan. 

 

 

 

 

 

SELESAI 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

 

I R W A N 


